
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Kebijakan pencegahan konflik di Kota Jayapura pasca Permendagri No.
42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik
sosial = Jayapura City policy for conflict prevention at the local level
Lya Anggraini, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476309&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

 Kota Jayapura merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua yang rawan konflik vertikal-horizontal dan konflik

elit.Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pencegahan konflikdi Kota Jayapura. Membahas

bagaimana Pemerintah Kota Jayapura menurunkan Undang-undang No.7/2012 setelah Permendagri

No.42/2015 untuk pencegahan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Model

Ambiguitas Konflik untuk Implementasi Kebijakan dari Matland 1995 . Hasil Penelitian menunjukkan

bahwa konflik di Kota Jayapura adalah akibat Ambiguitas Kebijakan dalam interpretasi tujuan dan alat

kebijakan. Pemerintah Kota Jayapura menurunkan kebijakan dari pemerintah pusat secara simbolik dengan

program dan alokasi dana. Instrumen yang digunakan untuk mengelola OPD dan pemangku kepentingan

adalah instrumen kapasitas. Keberhasilan kebijakan pencegahan konflik didukung alat otoritas dari

TNI/Polri, sehingga stabilitas sosial dan politik di Kota Jayapura terjaga untuk pembangunan. Pemerintahan

kota dapat bersinergi dengan pemerintahan adat dalam mengelola konflik ditingkat sosial. Permasalahan

implementasi kebijakan adalah kurang menjawab permasalahan mendasar orang asli Papua.<hr />Jayapura

city is the capital of Papua Province, prone to vertical horizontalconflicts, and conflicts of elites. The focus

of this study is to analyze conflict prevention policies in Jayapura City. To elaborate how the government of

Jayapura City adopts Law Nr.7 2012 and MOHA Decree Nr.42 2015. This qualitative research uses the

Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation by Matland 1995 . The researcher suggests that

conflict in Jayapura City is the outcome of Policy Ambiguity in interpreting goals and instrument of

policies. The city government of Jayapura implements the central governments rsquo policy symbolically in

forms of program and budget earmarking. The instrument used to manage the city governance and

stakeholders is the capacity instrument. Success of conflict prevention policy is supported by authoritative

instruments from the military police, resulting the maintenance of social and political stability in Jayapura

City needed for development. The city government is able to synergize with the indigenous governance in

managing conflict at the social level. Problems of policy implementation are the inability to answer the basic

needs of Indigenous Papuans. 
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